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REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3 TAHUN 2019
TENTANG
TATA CARA PENYUSUNAN
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH NASIONAL
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DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 40
Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana
Pembangunan Nasional, Menteri Perencanaan
Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan
Pembangunan Nasional bertugas menyiapkan rancangan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional;

b. bahwa dalam rangka koordinasi dan sinkronisasi
penyiapan dan penyusunan rancangan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional tentang Tata
Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
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Mengingat

—

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4700);

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang
Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 176,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4924);

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang
Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4664);

Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang
Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup
Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5941).

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang
Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6056);

Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang
Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);

Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2015 tentang
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 112);
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9. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2015 tentang Badan
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik  Indonesia Tahun 2015 Nomor 113)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden
Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan
Presiden Nomor 66 Tahun 2015 tentang Badan
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 43);

10. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan
Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan
Nasional Nomor 4 Tahun 2016 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Kementerian Perencanaan Pembangunan
Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor
609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 6
Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri
Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan
Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun
2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan
Perencanaan Pembangunan Nasional (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 997);

MEMUTUSKAN:
PERATURAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN
NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
NASIONAL TENTANG TATA CARA PENYUSUNAN RENCANA
PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH NASIONAL TAHUN
2020-2024.
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BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun
2005-2025, yang selanjutnya disebut sebagai RPJPN
2005-2025, adalah Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Nasional sebagaimana dimaksud dalam Undang-
Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-
2025.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
Tahun 2020-2024, yang selanjutnya disingkat RPJMN
adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional
untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2020
sampai dengan tahun 2024.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang
selanjutnya  disingkat RPJMD adalah dokumen
perencanaan Daerah untuk periode S (lima) tahun.
Rancangan Rencana Pembangunan Secara Teknokratik
adalah perencanaan yang dilakukan dengan
menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah
untuk menganalisis kondisi obyektif dengan
mempertimbangkan beberapa skenario pembangunan
selama periode rencana berikutnya.

Rencana Strategis Kementerian /Lembaga yang
selanjutnya disebut Renstra K/L adalah dokumen
perencanaan Kementerian/Lembaga untuk periode 5
(lima) tahun.

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang
diinginkan pada akhir periode perencanaan.

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya yang akan
dilaksanakan untuk mewujudkan visi.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional yang

selanjutnya disingkat Menteri Perencanaan adalah

www.peraturan.go.id



10.

11.

12.

13.

14.

15.

2019, No.651

menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di
bidang perencanaan pembangunan nasional.
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional yang
selanjutnya disebut Kementerian Perencanaan adalah
Kementerian yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan
nasional.

Tim Penyusun RPJMN adalah tim lintas unit kerja di
Kementerian Perencanaan yang dibentuk oleh Menteri
Perencanaan yang bertugas menyusun RPJMN.

Kerangka Ekonomi Makro adalah gambaran
perekonomian secara menyeluruh termasuk arah
kebijakan fiskal untuk periode jangka menengah yang
direncanakan.

Kerangka regulasi adalah perencanaan pembentukan
regulasi dalam rangka memfasilitasi, mendorong, dan
mengatur perilaku masyarakat dan penyelenggara negara
dalam rangka mencapai tujuan bernegara.

Kajian Lingkungan Hidup Strategis yang selanjutnya
disingkat KLHS adalah rangkaian analisis yang
sistematis, @ menyeluruh, dan  partisipatif untuk
memastikan bahwa prinsip Pembangunan Berkelanjutan
telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan
suatu wilayah dan/atau Kebijakan, Rencana, dan/atau
Program.

Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang
selanjutnya  disebut  Musrenbang adalah forum
antarpelaku  dalam rangka menyusun = rencana
pembangunan Nasional dan rencana pembangunan
Daerah.

Pertemuan Tiga Pihak adalah pertemuan antara
Kementerian Perencanaan, Kementerian Keuangan dan
Kementerian/Lembaga dalam rangka meningkatkan
kesepahaman dalam pencapaian sasaran pembangunan
dan menjaga konsistensi perencanaan dan

penganggaran.
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